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BUPATE BOME AN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum sebagai bagian dari Retribusi Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka
Utara dan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bombana ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Menetapkan :

dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk Usaha
tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat
dan ditinggalkan pengemudinya.

Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir
ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak
permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan
bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
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menggukan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
Pembayaran Retribusi Karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan
perundangan-undangan retribusi daecrah Kabupaten Bombana.

23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik wuntuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi
jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
lalu lintas jalan raya.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan,
menikmati dan mendapatkan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

BAB IIl1
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung
berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan
parkir.



(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB YV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan
berdasarkan Jenis Pelayanan parkir yang diberikan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut :

No Jenis Kendaraan Tarif Retribusi Keterangan

1. | Truck dengan Rp. 10.000/sekali | Perkendaraan
gandengan/trailer/container parkir

2. | Bus/truck tanpa Rp. 5.000/sekali | Perkendaraan
gandengan/mobil box parkir

3. | Sedan, jeep, minibus, pick up | Rp. 2.000/sekali | Perkendaraan
dan sejenisnya parkir

4. | Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000/sekali | Perkendaraan
dan 3 parkir

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan atau zona tempat
parkir jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
Bupati.

Pasal 6

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



BAB V1
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dalam wilayah
Kabupaten Bombana.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

“4)

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran Retribusi
Pasal 8
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Bombana.

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 9
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Wajib Retribusi harus melunasi sekaligus pembayaran retribusi yang
terutang paling lama 30 (liga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRID atau
STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
prnerimaan retribusi harus disetor ke kos daerah paling lambat 1 x 24
Jam atau dalam waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan icrapat pemboyuran reiribusi
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupaii.
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Pasal 10

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 11

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi
untuk mengangsur atau menunda pcmbayaran retribusi  dengan
dikenakan bunga scbesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
Pembayaran secara angsuran dan/atau peaundsan pembayaran dapat
diberikan dengan mclihat kemampuan Wajib Reiribusi.

Tata cara pembayaran angsutun dan pemundaan pembayvaran Retribusi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kcempat
Keberatan
Pasal 12

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersanuakan.

¥eboeratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alusan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lJama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecual jika wapb  reteibusi dupat
menunjukkan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karens
cadaan di huar kckuasaannya.

Keadwan di hiar kcekunasaanoys scbhagnimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan vang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Penigajuan keberatan tidak wmenunda kewajiben memboyai retoibust dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

Bupati dalam jangka waktu paling lama © {enam} bulan sejak tangpal Surat
Keberatan ditcerima  harus memberi keputusan  atas keberatan yvang
dinjukan dengan menerhithan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mencrima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atuu menambel esw nys Retoinnst yang ierutang,

Apabila jangka waktu sebapaimana dimnaksod pads ayal (1), telab lewat
duan DBupafi Hdak membert suatu keputusan, keheratan yazng diajukan
tey sobut dianggap dikabulkan,

ey
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BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN
Pasal 15

{1) Penagihan Retribusi terutang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
didahului dengan Surat Teguran.

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera
sctelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh Pejabat yang
ditunjuk.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

{1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
nermohonan pengembalian kepada Bupati.

() Bupatl dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, sejak diterithanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, harus mewmberikan kepoiusan.

{3) Apablla Ja_ng,ka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayai (2j wlan
entampznud dan Bupati Gdak memboerikan snata keputusan, permohionan
pengembalian Retribusi  diauggap  dikaballtan dan SKRDLEB  harus
diterbitkan dalam jangks wakiu paling lama 1 {satu) bulan.

i4) Apabila Wajibh Retribust mempunyai winng p“"*‘“\.u:‘ ia.e!:ma

pembayaran Retribusi schagaians dimoksud \
dincriviveedan untudc mehnnasl ieclehih dshualy ui'in;»g ;\'etribu:»l terscbut.

O3 feseintehan kelebiban pombayaran Retribusi sebagaimana dibnaksud
pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktua pating lama 2 {doz) bulan
sejek diierbitkonnya SKRLLEY

{(6) Jika pengembalian kclebihan pembavaran Reidibusi ditakukan seiclah

owat 2 flua) botan, Dupal mmevebherikas imbalan bunga sehesar 2% (dua
fmrsen) sebnion oins leelerlnbatan pembayairan kelebihian pembuyarar:
Reinbusi.

(7Y Tate cara pengembalian keiehiban pord?
dimaksud pada ayat (2) diaiur dengan Peraturas Bupat.
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BAB X1
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

Hak untuk meclakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Rctribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat {2)

buruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran ferschut.

Pengakuan utang Rctribusi sccara langsung sebagaimana dimeksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wgjib Retribusi dengan kesadarvanny yal
masih mempunyai utang Retribusi dan bolum melunasinys kepada
Pemerintab Daerah.

Prngakuan utang Rotribiusi sccara tidak fangsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketabul dari pengajvsm permechonar
angsuran atau penundaan perobayaran dan pormononng keberatan aich
Wajib Retribusi.

Pusal 18
Pintang Retdhusi yong tidok mungkin ditagh Magi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dibajnshen.
Bupaii menetapkan Keputusan Penghiepusan Pluisng Rod
yvang sudah kedaluwarsa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2).

Tate cara 1 -X}"})H. MASA0 ):lu.‘((-l.' 17 ;.Qf:‘llribu\';i CEG Y -‘."L"J_‘.a.”. i(caall]‘:‘fzirsa diatur
¥y .{ > ¥ #
dengan Peraturan Bupati.

BARBR X1}
PEMERIESSAN
Pasal 19

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanckan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah dan Reteibusi

Wajib Retribusi yang diperiksa waiib:

a. menmperbhatkan dan/slan meminjamkan bhuku ataa catatan, dokumen
yang manjadi dasarnya dan dokumien lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatarn antuk mernasuki termpat atou rusngan yeng
dianggap perlu dan  memberikan bantuan  guna  kelancaran
pomeriksaay, dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.



(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIlI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapal diberi insentif

{2)

(3)

s,
o)
Semat

IZa 1!
AT

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemaberian insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentil scbuagaitnana dimaksnd
pada ayat (2) diatur dengan Pcraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 21

Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk mclakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimarnz ditnaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
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Ponyudih sebagaimana dunaksod pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
aoperi sipil terlentu di lingkungan Pomerintab Dacrah yang diangkat oleh
pejabat yang borwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Wewenang Penyidik schagaimana dimaksid peda ayat {2) adaiah:

A, mencrinma, menonri, mengimputkan, dan meneliti kelerangan atau
laporan bDerkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangun atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, menceri, dap mengumplics Relomngue wenpena :
pribadi atnu Badan tenbng kebwnsras porbhiun yeuag dileimoban

schubungan dengan tindak pidanns Retnibusi Dacrah
swpinta Beterauszs duan babao bokt darl erang pribadi atau Budan
achubungan deogan tindak pidana di bidany Retribust Dacrah;

d. memeriksa buku, catatar:, dnn dokunmien ain herkenaon dengan tindak
pidans dibidang Retribusi Dacrglh

e. melakukan penggeledahan univk  pepdapatkan bahao hoka
i)es-danhrav puncatatav,  GJdan Jdokugoen lain,  soria elu‘nmm.
Pyt Wi wlap hahan bukii teraebut;

. memani bantuan f,\emwa abli dalvv rangka peloksanaan  wugas

e T T U O
Potrites: Daern

penyidikan tindak }m"
g meayurub  berhentd d:m,»‘a%::n a
ruangan atau ff’ﬂ"pdi. pada suot perneriksann sedaug berlaogsung dui
au dokumien yang dibawa
WL L Se8COiang yang b kastian ;"::f;as;_-q_n findak plddna Qciﬂbdsi
Daerah;
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan
Negara.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rumbia

da tanggal, 2?-47"‘" 013

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 30 Aynl 2013
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